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IDENTITAS MATA KULIAH

1. Identitas Mata Kuliah

Program Studi : | Semua Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Nama Mata Kuliah : | Pendidikan Kewarganegaraan

Kualifikasi Pengajar Doswar : | Lulusan S.1 Semua Jurusan, Suscadoswar LEMHANAS RI, Lulusan S.2 Ketahanan Nasional
(TANNAS)

Jenjang /SKS S.1/2 SKS Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Kelompok Mata Kuliah Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

Doswar FKIP Agus Budiman, S.Pd., M.Sc
Egi Nurholis, M.Pd.

2. Visi Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mengantarkan mahasiswa mengembalikan
kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai
perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran bangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap
kemanusiaan.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan
luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warganegara RI memiliki :

a. Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan prilaku cinta tanah air.

b. Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional

c. Pola pikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional

Tujuan umum: Membentuk lulusan Perguruan Tinggi yang berkarakter ,memiliki kesadaran Bela Negara dan rasa cinta tanah air yang
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika,
dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan khusus: Membentuk lulusan Perguruan Tinggi berkarakter : jujur, tangguh, cerdas dan peduli.
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3. Visi Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

a. Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku
untuk cinta tanah air Indonesia;

b. Menumbuhkemngkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga berbentuk daya tangkal sebagai ketahanan
nasional;

¢. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan
nasional.

4. Sasaran

Pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran agar mahasiswa menyadari:

a. Dirinya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk sosial individual yang otonom dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

b. Dirinya sebagai warga negara yang wajib terlibat dalam kehidupan bernegara

c. Adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara serta wajib mengusahakan untuk saling melindungi dan menghargai hak dan
kewajiban satu sama lain.

d. Peranan hukum dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan bersama yang adil, serta memiliki niat untuk mewujudkan dan menegakan
peraturan perundangan secara adil.

e. Maksud dan tujuan pendidikan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan hidup dalam berbagai segi kehidupan, serta secara proaktif ikut
terlibat dalam mewujudkan tujuan tersebut.

f. Pentingnya membangun kehidupan bersama yang demokratis yang melibatkan dan memberdayakan rakyat dalam berbagai urusan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Pentingnya Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional bagi kehidupan bermasyarakat yang pluralistik, berbangsa
dan bernegara.
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KATA PENGANTAR

materi mengenai Filsafat Pancasila, Identitas

Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara
dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of
Low, Geopolitik Indonesia yaitu wilayah sebagai ruang hidup
dan Otonomi Daerah, Geostrategi Indonesia; Institusi
Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari bahan ajar
ini adalah mahasiswa mampu mendukung kompetensi lulusan
untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab
melalui penanaman moral dan keterampilan sosial sehingga
kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-
persoalan aktual kewarganegaraan.

Mahasiswa akan lebih mudah memahami materi bahan
ajar ini apabila mahasiswa telah memiliki capapai
pembelajaran atas bahan ajar mengenai Filsafat Pancasila,
Identitas Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara
dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of
Low, Geopolitik Indonesia yaitu wilayah sebagai ruang hidup
dan Otonomi Daerah, Geostrategi Indonesia; Institusi
Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum.

Capaian pembelajaran atas bahan ajar ini sangat
bermanfaat bagi mahasiswa, mahasiswa diharapkan mampu
memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual
kewarganegaraan.

Sistematika penyajian atas bahan ajar ini adalah sebagai
berikut:Filsafat Pancasila;

1. Identitas Nasional;
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara;

B ahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan mencakup



3. Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule
of Low

Geopolitik Indonesia yaitu wilayah sebagai ruang hidup dan
Otonomi Daerah, Geostrategi Indonesia

Petunjuk Belajar:

4,

5.

a.

Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan
pemecahan masalah. Materi kuliah dan bahan bacaan
wajib diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk
menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa
diberikan tugas-tugas berupa tugas terstruktur, tugas
mandiri dan presentasi kelompok.

Mahasiswa  melakukan  self study, melakukan
penelusuran sumber belajar paling kurang yang sudah
dicantumkan dan digunakan dalam bahan ajar ini.
Membaca bahan ajar ini dan melakukan pengayaan
berdasarkan hasil bacaan dari sumber belajar.

Membuat rangkuman atas bahan ajar ini dan mencatat
hasil membaca sumber belajar.

Berdiskusi — bertanya kepada dosen yang memberikan
kuliah atas substansi yang dianggap belum jelas dalam
bahan ajar ini.

Membentuk kelompok kecil yang terdiri dari paling
banyak 10 orang. Berdiskusi di dalam kelompok dan
membuat laporan hasil diskusi.
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BAB I
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN

eberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No.
232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila
dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata
Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan
dalam kurikulum setiap program studi/’kelompok program
studi. (2) Kepmendiknas No0.045/U/2002 tentang Kurikulum
Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama,
Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan kelompok Mata Kuliah Pegembangan Kepribadian
yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program
studi/kelmpok program studi. (3) Keputusan Dirjen Dikti
Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu
pelaksanaan  pembelajaran  kelompok mata kuliah

pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan
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status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan
Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah
Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-
masing sebanyak 3 sks. Berdasarkan uraian di atas dapat
diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK.
Pertanyaan yang muncul di sini yaitu mengapa Pendidikan
Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK? Apa urgensi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagi MPK?

MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang
dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi
dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan
kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia
Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME,
berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri,
serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan
kebangsaan.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
termasuk Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam
Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun akademik 2002-2003

dirancang berbasis kompetensi. Secara umum Kurikulum
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Berbasis Kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik
sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal; (1)
Menguasai ilmu dan ketrampilan tertentu; (2) Menguasai
penerapan ilmu dan ketrampilan dalam bentuk kekaryaan; (3)
Menguasai sikap berkarya secara profesional; (4) Menguasai
hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat.
Keempat kompetensi program pembelajaran KBK
tersebut di atas dikembangkan dengan menempatkan MPK
sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman
dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi
diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikannya sebagai
cara-cara penemuan, pisau analisis (@ method of inquiry)
dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat,

kehidupan berbangsa dan bernegara
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BAB II
FILSAFAT PANCASILA

rogram pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian sebagai pendidikan nilai di Perguruan
Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai
pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban

misi tersebut. Konsekuensi PKn sebagai MPK, keseluruhan

materi program pembelajaran PKn disirati nilai-nilai Pancasila.
Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai

Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber

orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran

nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME: melengkapi
ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang
rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini
menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan
bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam Sila
Ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi faham

ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan,
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sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan
kosmosentrisme.

2. Nllai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan
beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu
pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada
tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu
untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan
manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.

3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia:
mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang
lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan
sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk
kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak
mengganggu integrasi. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan
Indonesia sesnsinya adalah pengakuan kebhinnekaan dalam
kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan,
kekeluargaan, dan supremasi hukum.

4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi

berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan
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dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat
dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan,
penelitian sampai penerapan masal. Nilai Kerakyatan dalam
Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi
faham egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan),
liberalisme dan individualsime dalam kontek kehidupan.

5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan
distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif.
Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan
individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu.
Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan

timbulnya kreativitas dan inovasi.
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BAB IlI
IDENTITAS NASIONAL

etiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya
masing-masing. Apabila mendengar kata Barat,
tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan
berteknologi maju. Mendengar kata Jepang tergambar
masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap
melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan
Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya
akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita.
Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan di
banding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang
memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya
mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku,
tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia
yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa
yang lain.
Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa
adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa

yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada
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bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari
sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan
pada keunikan serta ekslusivitas yang esoterik, karena tidak ada
satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa
lain (Darmaputra, 1988: 1). Pada bab ini akan dibicarakan
tentang pengertian identitas nasional, identitas nasional
sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara dan
politik identitas.

Identitas nasional (national identity) adalah kepribadian
nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa
yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim
Nasional Dosen Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap
bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor- faktor
tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah,
kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di
negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan
berbeda dengan negara kepulauan.Keadaan alam sangat
mempengaruhi watak masyarakatnya.

Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding
bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan

tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran

10 Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan



orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang
harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang
datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan
tinggal di Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagaian besar
penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.
Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-
suku di Indonesia adalah system Gemmeinschaaft
(paguyuban/masyarakat  sosial/bersama).  Suatu  sistem
kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional
yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat
Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-
perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya:
Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan,
Papua dan lain-lain di Yoggjakarta. Ikatan kelompok ini akan
menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri.
Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan,
tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di
luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi
paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas

Bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional.
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Nasional dalam hal ini adalah dalam kontek bangsa
(masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas
nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional,
bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda
Pancasila dan lain-lain.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat
Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau
kharakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks
negara tercermin dalam sombol-simbol kenegaraan. Kedua
unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila.
Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang
religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka
bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama.
Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi
konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu
sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak
bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan
toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan

toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia
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adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila
kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa
menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah.
Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak
dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks
kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh
manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang
meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama
lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan
utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa
Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tungkal Ika,
meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar
kehidupan bersama ditengah kemajemukan. Selain faktor-
faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas,
identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan
nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama
ketika dijajah.

Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk
meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dengan demikian
ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu

factor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial
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adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada
bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi,
sedangan  faktor kondisional adalah keadaan yang
mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut.

Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis.
Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan
globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan
apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya
fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki
watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang
mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini.
Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak
mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan
dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa
menikmati HP, komputer, transportasi dan teknologi canggih
lainnya adalah karena globalisasi, bahkan kita mengenal dan
menganut enam agama (resmi pemerintah) adalah proses
globalisasi juga. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam
menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi
mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan

dialektika diharapkan akan mengkonstruk ciri yang khas bagi
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identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis
seperti sikap (nrimo, Jawa) yang artinya menerima apa adanya.
Sikap nrimo secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif,
tidak responsif bahkan malas. Sikap nrimo secara positif bisa
dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima
setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif
demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak
stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap nrimo justru

diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini.
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BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

alam pelaksaannya hak asasi manusia di Indonesia

mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia

terus berkembang seiring dengan berkembangnya
pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat
intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh
negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.

Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui
benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya
diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai
dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal
pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan
benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal
yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain

daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan
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kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk
menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di
atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk
mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh
pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah
memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan
sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan
bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal
ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan
perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah
mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan
yang bernapaskan individualis bukan kolektifis.

Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak
perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman
Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini
sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa
yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi
mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman
pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman

sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan).
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Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu
dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam
pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku,
tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak
menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak
ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-
konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak
kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal
pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain
memfasilitasi  aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk
mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog
agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit
politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan
masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi
masukan  kepada  lembaga-lembaga  negara  dalam
melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut
mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin
tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka

tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada,
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yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban
negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya
dan ada lembaga yang mengawalnya. Tiga hal ini tentu tidak
berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara
dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar
revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara
dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum
dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas.
Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut perlu juga
memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam
pelaksanaan hak asasi manusia.

Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran
tentang konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari
Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan
Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Kehidupan Bernegara:

a. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa,
berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara
seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan.

Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan
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bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi,
harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga
keharmonisannya

b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban
asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral
universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan
kehidupan politik nasional.

c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak
berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan,
hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan
dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau
diabaikan oleh siapapun.

d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila
dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan
manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan,
sesama manusia, dan dengan lingkungannya.

e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati
dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu
kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan

melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota
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keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa,
dan anggota masyarakat bangsa- bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak
asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap
orang/warga negara. Bangsa dan negara Indonesia
sebagai anggota Perserikatan Bangsa- bangsa
mempuyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati
ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait,

sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.
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BAB Y

NEGARA DAN KONSTITUSI

egara merupakan salah satu bentuk organisasi yang
ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya
setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu
negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena
organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di
wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang
tersebut. Sebaliknya negara juga memiliki kewajiban tertentu
terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui
kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di
dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan
tertentu seperti terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan
kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara
kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan,
karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan
mereka bersama.
Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan
untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak

seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem
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aturan tersebut menggambarkan suatu hierarkhi atau
pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai
pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi
tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau
sering disebut dengan undang-undang dasar, dua sebutan
yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi
diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur,
dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak
sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam tulisan ini akan
dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang
mengatur kehidupan negara tersebut.

bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang
terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan
dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas
spiritual .... la adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar,
tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa
lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia
dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi
1a melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan
yang jelas: yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan

dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh sebab itu suatu
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nasion tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa,
agama, bahasa, geografi, atau hal- hal lain yang sejenis. Akan
tetapi kehadiran suatu nasion adalah seolah-olah suatu
kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987:
23).

Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik.
Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik
yang dibayangkan (Imagined Political Community) dalam
wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai
komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang
paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama
lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling
besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta mempunyai
batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa
ini berada di bawah suatu negara mempunyai kekuasaan atas
seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut
sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya
kesenjangan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu
sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan
sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia

mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992: 42).
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Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan
solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan
imaginasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas
mereka, sehingga orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke
Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa
Tengah bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama
anggota komunitas Indonesia itu.

Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa
jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-
sama membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta
semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya.
Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan
bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan
berdasarkan pernyataan senasib sepenangungan dan kemauan
membentuk kolektivitas.

Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari
keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai
makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup
bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerjasama.
Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai-bagai

macam organisasi, dari organisasi politilik, organisasi sosial,
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organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya.
Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat
adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu
dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini
memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang
membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya.

Menurut O. Hood Phillips, dkk. Negara atau state adalah
“An independent political society occupying a defined territory,
the member of which are united together for the purpose of
resisting external force and the preservation of internal order”
(Asshiddigie, 2010: 9). Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan
bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang
menempati wilayah tertentu, dan yang anggotanya bersatu
dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari
luar dan mempertahankan tatanan internal. (terjemahan
penulis). Dalam tataran yang lebih filosofis Hans Kelsen dalam
bukunya General Theory of Law and State memandang negara
sebagai entitas yuridis (state as a juristik entity) dan negara
sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis

(politically organized society).
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara adalah suatu
organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia
yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoir) tertentu
dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus
tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tadi.

Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang
menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang
bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu
dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara
adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu
di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai
souverein

Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat
ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi
masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di
bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan
masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang
diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar

manusia dalam kehidupan masyarakat.
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BAB VI
DEMOKRASI INDONESIA

ewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem

politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia

sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan
bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah
Perang Dunia II. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949
disimpulkan bahwa “... untuk pertama kali dalam sejarah,
demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan
wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang
diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”
(Mirriam  Budiardjo, 2008: 105). Demokrasi telah
menggantikan beberapa sistem politik non demokrasi yang
dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian,
monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.

Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta
prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan,
pembaharuan dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi
juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan

menarik, hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah
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Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-
demokrasi (Samuel Huntington, 1992: 80). Kriteria dan prinsip-
prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, dimana
semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis
negara tersebut; sebaliknya semakin banyak prinsip
ditinggalkan maka semakin tidak demokratis negara tersebut.
Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-
prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi.
Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Perang Dunia
IT juga tidak terlepas dari pasang surutnya sistem demokrasi.

Pembahasan bab ini difokuskan tentang konsep dasar
demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan
demokrasi di Indonesia, dan arti pentingnya pendidikan
demokrasi di negara yang menyatakan diri sebagai negara
demokrasi.

Istilah demokrasi (democracy) berasal dari penggalan
kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos/cratein. Demos
berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi
berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal
dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang

mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh
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rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the
people and for the people).

Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep
sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut
pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak
mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh
Abraham Lincoln di atas, hanyalah salah satu contoh
pengartian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan
bahwa “there is no democratic theory, there are only
democratic theories”. Bahkan Harold Laski mengutarakan
bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan, kerena rentang
sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai
konsep yang menentukan. Berdasar banyak literatur yang ada,
diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang —
orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena
pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu
terdiri dari beberapa negara kota (polis) seperti Athena,
Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga
Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan
pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100).

Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu
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berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa ‘“‘suku”,
masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes
mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil.
Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang
dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi
anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua
masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk
pemerintahan  baru ini  disebut demokratia.Sejarawan
Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan
hasil pembeharuan Kleistenes tersebut. Sistem demokratia
Athena akhirnya diambil alih oleh banyak polis lain di Yunani.
Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh
Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 SM. Sejak saat
itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi.
Selanjutnya Eropa memasuki abad kegelapan (Dark Age).
Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa terutama
setelah kemunculan konsep nation state pada abad 17. Gagasan
ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes
(1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesqiueu (1689-
1755), dan JJ Rousseau (1712-1778), yang mendorong
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berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan
Amerika Utara (Aidul 2).

Pada kurun waktu itu berkembang ide sekulerisasi dan
kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat tersebut, kita bisa
mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani
yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang
selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi
modern.

Lalu apakah demokrasi itu sesungguhnya? Memang tidak
ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi.
Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan
pertumbuhan masyarakat Semakin tinggi kompleksitas
kehidupan suatu masyarakat semakin sulit dan tidak sederhana
demokrasi didefinisikan (Eep Saefulloh Fatah, 1994: 5).
Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah
pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan
ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi

sebagai sikap hidup.
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1. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan
merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan
tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristotoles. Plato dalam
tulisannya Republic menyatakan bahwa bentuk pemerintahan
yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan
demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu satu dari tiga bentuk
pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan
adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan
kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.

Menurutnya,  demokrasi  adalah  suatu  bentuk
pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat
dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki
adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang
sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan
rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan
dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat
berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani,

oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.
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Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan
untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk
pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan
untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi
adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat,
tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan
rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya,
pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan
rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru
menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan
yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi
adalah bentuk pemerintahan yang chaos. Sementara itu,
Aristoteles dalam tulisannya Politics mengemukakan adanya
tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya
good constitution, meliputi: monarki, aristokrasi dan polity.
Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution
meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan
Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari
pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya polity

atau politeia.
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2. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar
dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni
sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi
demokrasi, oligarki, monarki atau yang lainnya. Bentuk
pemerintahan, dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya
Nicollo Machiavelli (1467-1527). Ia menyatakan bahwa
Negara (Lo Stato) dalam hal ini merupakan hal yang pokok
(genus). sedang spsesiesnya adalah Republik (Respublica) dan
Monarki (Principati). Monarki adalah bentuk pemerintahan
yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar
raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan Republik adalah
bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau
perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut
didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukkan
pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin negara
berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk
pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukkan
pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk

pemerintahannya adalah republik.
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Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki,
maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik
dalam bernegara. Sarjana yang mendefinikan demokrasi
sebagai sistem, misalnya Henry B Mayo yang menyatakan
sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan
bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington menyatakan bahwa sistem politik di
dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem
politik non demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik
disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif
yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan
yang jurdil. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing
untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak
memberikan suara. Sedangkan sistem politik non demokrasi
meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem

komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini

Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan 37



merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan
totaliter.
3. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya
dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik,
tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi
sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik maka hal itu
lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau
kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat
kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup
demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara
maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCE IUN
menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa
demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan
bernegara. la memerlukan perangkat pendukungnya yakni
budaya yang kondusif sebagai mind set dan setting sosial dan
bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya
demokrasi sebagai pandangan hidup.

John Dewey menyatakan ide pokok demokrasi adalah
pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya

partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam
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membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish
Madjid menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-
norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut
Padmo Wahyono, demokrasi adalah suatu pola kehidupan
masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan
hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi
Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi
sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy).

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan
sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik
melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di
kalangan  masyarakat tumbuh nilai-nilai  demokrasi.
Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai
demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang
selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Mohammad
Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi
memerlukan syarat- syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab

dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung
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jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan

mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi.
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BAB VII

GEOPOLITIK INDONESIA YAITU WILAYAH SEBAGAI
RUANG HIDUP DAN OTONOMI DAERAH

etiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa

Alam dengan segala Isinya yang berbeda antar satu

wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia
sebagai Ciptaan Yang Maha Kuasa, di bekali dengan akal, budi
yang mewajibkannya untuk mengarungi samudera kehidupan
ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik
antar sesama, lingkungan alam, hubungan dengan Pancipta-
NYA.

Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa
konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara
sendiri dan bersama sama untuk dapat meningkatkan harkat dan
derajatnya, potensi kemanusiawiannya dengan memberdayakan
alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara
bertanggungjawab.

Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan
ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya
dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau
tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-

unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak
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pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya
sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada
wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang
harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air,
sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.
Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip
dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam
memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-
cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa
Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud
wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan
nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa
Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan
wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya.
Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara
Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan
menuju masyarakat yang dicita-citakan.Salah satu kepentingan
nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan
wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu
merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan

nasional maupun visi nasional.
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Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan
pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur
dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa
Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta
kemerdeklaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk
penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
peri keadilan.

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel
(1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (Political Geogrephy).
Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjaan
ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl
Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical
Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di
atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada
bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (Political
Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik,
sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek
geography.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam
menentukan  alternative  kebijaksanaan nasional untuk

mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam heopolitik
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menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian
geopolitik telah dipraktekan sejak abad XIX, tetapi
pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sebagai ilmu
penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan
dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi
tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik secara etimologi
berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang
menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang
berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara;
dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan
umum warga negara suatu bangsa.

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai
oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk
mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang
dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.

Geopolitik  diartikan sebagai sistem politik atau
peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi
nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik
(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan
geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara,

yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak
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langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya,
politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada
geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada
geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi,
atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap
relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai
ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya
dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau
tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan
istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen
menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia
sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan
bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945. dalam pelaksanaannya bangsa
Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi
dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional
maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu
memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak

terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan
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nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah
satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang
berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut
dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang
mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin
persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek
kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah
bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat
melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-
citakan.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan
pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur
dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa
Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta
kemerdeklaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk
penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
peri keadilan.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham
ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat.
Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena

semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua
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bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan
nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia
berpijak pada paham kebangsaaan atau nasionalisme yang
membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak
pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk
menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan
saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut
mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik
Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa
dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik
Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja
secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara

keseluruhan.
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BAB VIII
GEOSTRATEGI INDONESIA

atar belakang muculnya konsep Wawasan Nusantara
adalah Karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu
wilayah Negara yang berasaskan Negara Kepualauan.
Konsep Negara Kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh
kebanyakan Negara di dunia ini, namun melalui usaha yang
gigih dan konsisten, pada akhirnya Konsepsi Negara Kepulauan
diakui oleh Banyak Negara dalam Konvensi Hukum Laut
Internasional di akui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari
Yurisdiksi Suatu Negara, meliputi laut Terotorial, Perairan
Pedalaman, ZEE dan Landas Kontinen. Selain itu pemikiran
Wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah
perjuangan Bangsa, aspek filosophis dari Pancasila sebagai
Ideologi Negara serta Jati diri bangsa Indonesia.
Dengan keberhasilan diplomasi luar Negeri Indonesia di
dukung oleh Negara Lain terhadap konsepsi ini, maka potensi
Kekayaan Alam Indonesia menjadi semakin berlimpah. Dalam

kondisi demikian maka Tantangan pemberdayaan Kelautan di
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Indonesia harus lebih dioptimalisasikan guna memenuhi
kesejahteraan dan kemakmuran bagi Masyarakat Indonesia.
Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
dan UUD 1945 vyang merupakan pondasi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegera kesatuan RI
memberikan kaedah nilai, moral dan etika serta tuntunan sikap
Bangsa Indonesia yang harus mengedepankan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai
Visi Bangsa yang harus dijunjung Tinggi dan ditaati bersama.
Kesadaran Ruang Negara, bahwa matra kehidupan darat,
laut dan Udara adalah merupakan Wadah Bangsa yang harus
di  jaga kelestariannya, di jaga ekssitensinya dan
didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, di
jaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat
menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, Jati diri atau
kepribadian Bangsa. Terlebih dalam era globalisasi dan

otonomi daerah pada saat ini.
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BAB IX
OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE

1. Pengertian otonomi daerah dan good governance

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya
mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ — organ
penyelenggara negara, sedankan otonomi menyangkut hak
yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi
daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan
mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang
lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang
lainnya: politik, ekonomi, social, dan budaya.

Otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan
demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik
harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang
bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara
demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan
pemerintah yang responsive terhadap kepentingan masyarakat
luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan
yang taat pada asas pertanggungjawaban public.

Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung

makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin
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lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah,
di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah
daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk
mengoptimalkan  pendayagunaan potensi ekonomi di
daerahnya. Visi otonomi daerah di bidang social dan budaya
mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus siarahkan
pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrase dan
harmoni social. Visi otonomi daerah di bidang social dan
budaya yang lainnya adalah memelihara dan mengembangkan
nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, Bahasa, dan karya sastra
lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat
untuk merespons positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan
kehidupan lokal.

Prinsip — prinsip pemberian otonomi daerah yang
dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagai berikut (Ubaedillah & Rozak, 2014):

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi

luas, nyata, dan bertanggung jawab.
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Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan
pda daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan
konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemadirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah
kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi
lagislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggraan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah
provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi
untuk melaksanakan kewenangan pemerinntahan tertentu yang
dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah.

Pelaksanan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak
hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari
pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
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dengan kewajiban melapirkan pelaksanan dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakuakn
berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat
fandalisme. Otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas,
nyata, dan bertanggung jawa. Disebut luas karena kewenangan
sisa justru berada pada pemerintah pusat (seperti, pada negara
federal); disebut nyata karena kewenangan yang
diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan
hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggung
jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus
diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu
peningkata pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik, penegmbangan kehidupan demokrasi, keadilan,
dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah antar daerah. Di samping itu, otonomi
seluas — luasnya (keleluasaan otonomi) juga mencakup
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya
melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,

dan evaluasi.
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Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih
memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah
otonom. Tetapi, pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat
terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah
otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi
semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang
dimaskud ialah pengawasan ini tidak lagi dilakuakn secara
structural, yaitu bupati dan gubernur bertinda sebagai wakil
pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak
lagi secara preventif perundang — undangan, yaitu peraturan
daerah (perda) memerlukan persetujuan pusat untuk dapat
berlaku (Ubaedillah & Razak, 2014).

Terkait dengan pembagian kewenangan antara
pemerintah dengan pemerintah daerah terdapat 11 jenis
kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom
kabupaten dan daerah otonom kota, yaitu:

1) Pertanahan

2) Pertanian

3) Pendidikan dan kebudayaan
4) Tenaga kerja

5) Kesehatan
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6) Lingkungan hidup

7) Pekerjaan umum

8) Perhubungan

9) Perdagangan dan industry
10) Penanaman modal

11) Koperasi

Selain itu, kabupaten atau kota yang mempunyai batas
laut juga diberi kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas
kewenangan provinsi yang 12 mil. Penjabaran kesebelas
kewenangan itu, dalam arti lingkup kegiatan dan tingkat
kewenagan yang akan diserahkan kepada daerah otonom
kabupaten dan kota, masih harus menunggu penyesuaian
sejumlah UU yang sejalan dengan paradigm dan jiwa UU No.
22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004.

Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu
pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan
terjadinya disintegrasi nasional. Otonomi daerah merupakan
sarana yang secara politik ditempuh dalam langkah memelihara
keutuhan negara bangsa. Otonomi daerah dilakukan dalam

rangka memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta
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persatuan dan kesatuan diantara segenap warga bangsa. Namun
demikian, dalam praktiknya kebijakan Otda telah banyak
menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa salah paham yang
muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkaiat dengan
kebijakan dan implementasi otonomi daerah sebagai berikut:
Pertama, otonomi dikaitkan semata- mata dengan uang.
Suatu pemahaman yang keliru tentang otonomi daerah, yaitu
untuk berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala
kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Ungkapan
seperti ini sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Uang bukan satu — satunya alat dalam menggerakkan roda
pemerintahan. Kedua, daerah belum siap dan belum mampu.
Tidak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu karena
pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan
berpengalaman dalam administrasi pemerintahan. Ketiga,
dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung
jawabnyauntuk membantu dan membina daerah. Bersamaan
dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat tetap harus
tugas dan bertanggungjawab untuk memberi dukungan dan

bantuan kepada daerah, baik berupa bimbingan teknis
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penyelenggaraan pemerintahan kepada personil yang ada di
daerah, ataupun berupa dukungan keuangan.

Keempat, dengan otonomi daerah maka daerah dapat
melakukan apa saja. Daerah dapat menempuh segala bentuk
kebijakan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum dan undang — undang yang berlaku secara
rasional. Kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja — raja
kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Untuk
meghindari praktik kekuasaan tersebut, pilar — pilar penegakan
demokrasi dan masyarakat madani (civil society) seperti partai
politik, media massa, komisi pemberantasan korupsi (KPK),
komisi Ombudsman, komisi kepolisian, komisi kejaksaan, dan
LSM yang mengawasi praktik korupsi, lembaga legislatif, dan
peradilan dapat memainkan perannya sebagai pengawas
jalnnya pemerintahan daerah secara optimal.

Good Governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi,
dan administrasi dalam mengelola masalah — masalah bangsa.
Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat diakatakan baik (good
atau sound) jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif
terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis,

akuntabel, serta transparan. Prinsip — prinsip tersebut tidak
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hanya terbatas dilakukan di kalangan birokrasi pemerintahan,
tetapi juga di sektor swasta dan lembaga — lemabaga non
pemerintah.

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan
akuntabel yang bersandar pada prinsip — prinsip good
governance, lembaga administrasi negara (LAM) merumuskan
9 aspek fundamental (asas) dalam good governance yang harus
diperhatikan, yaitu:

1) Partisipasi (participation)

2) Penegakan hukum (rule of law)

3) Transparansi (transparency)

4) Responsif (responsiveness)

5) Orientasi kesepakatan (consensus orientation)

6) Kesetaraan (equity)

7) Efektifitas (effectiveness) dan efisiensi (eficiency)
8) Akuntabilitas (accountabilit)

9) Visi strategis (strategic vision)

2. Permasalahan yang timbul setelah diberlakukannya
otonomi daerah
Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan

implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang
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harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar

tujuannya tercapai. Beberapa persoalan itu adalah:

60

a. Kewenangan yang tumpang tindih

Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai
oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi
pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan
yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Peletakan
kewenangan juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam
kebijakan ini. Apakah kewenangan itu ada di kabupaten
kota atau provinsi. Dengan pemberlakuan otonomi daerah
yang mendadak mengejutkan pihak-pihak daerah yang
tidak memiliki sumber daya manusia kualitatif. Terjadilah
artikulasi otonomi daerah kepada aspek-aspek finansial
tanpa pemahaman substatife yang cukup terhadap hakekat
otonomi itu sendiri.
b. Anggaran

Banyak terjadi keuangan daerah tidak mencukupi
sehingga  menghambat  pembangunan.  Sementara
pemerintah daerah lemah dalam kebijakan menarik
investasi di daerah. Di sisi yang lain juga banyak terjadi

persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam
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penyusunan APBD yang merugikan rakyat. Dalam otonomi
daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang
disebut dengan anggaran partisipatif. Tapi dalam
prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan
dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan
anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan
kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat.
c. Pelayanan Publik

Masih  rendahnya pelayanan publik kepada
masyarakat. Ini disebabkan rendahnya kompetensi PNS
daerah dan tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan.
Belum lagi rendahnya akuntabilitas pelayanan yang
membuat pelayanan tidak prima. Banyak terjadi juga
Pemerintah daerah mengalami kelebihan PNS dengan
kompetensi tidak memadai dan kekurangan PNS dengan
kualifikasi terbaik. D1 sisi yang lain tidak sedikit juga gejala
mengedepankan “Putra Asli Daerah” untuk menduduki
jabatan strategis dan mengabaikan profesionalitas jabatan.
d. Politik Identitas Diri

Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan

otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha
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melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu.
Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik
horizontal yang bernuansa etnis. Atau dapat dikatakan
Bangkitnya egiosemtrisme ditiap daerah.
e. Orientasi Kekuasaan

Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran
kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani
masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai
oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan
otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai
kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi massa
dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti “putra
daerah” dalam pemilihan kepala daerah.
f. Lembaga Perwakilan

Meningkatnya kewenangan DPRD ternyata tidak
diitkuti dengan terserapnya aspirasi masyarakat oleh
lembaga perwakilan rakyat. Ini disebabkan oleh kurangnya
kompetensi anggota DPRD, termasuk kurangnya
pemahaman terhadap peraturan perundangan. Akibatnya
meski kewenangan itu ada, tidak berefek terhadap

kebijakan yang hadir untuk menguntungkan publik.
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Persoalan lain juga adalah banyak terjadi campur tangan
DPRD dalam penentuan karir pegawai di daerah.
g. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab ternyata
ini tidak dilakukan dengan grand desain dari pemerintah
pusat. Semestinya desain itu dengan pertimbangan utama
guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan.
Jadi prakarsa pemekaran itu harus muncul dari pusat. Akan
tetapi, yang terjadi adalah prakarsa dan inisiatif pemekaran
itu berasal dari masyarakat di daerah. Ini menimbulkan
problem sebab pemekaran lebih didominasi oleh
kepentingan elit daerah dan tidak mempertimbangkan
kepentingan nasional secara keseluruhan.
h. Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah
ternyata menimbulkan banyak persoalan. Pilkada langsung
sebenarnya tidak diatur di UUD, sebab yang diatur untuk
pemilihan langsung hanyalah presiden. Pilkada langsung
menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk
pelaksanaan suksesi kepemimpinan ini. Padahal kondisi

sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Disamping
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itu, pilkada langsung juga telah menimbulkan moral hazard
yang luas di masyarakat akibat politik uang yang beredar.
Tidak hanya itu pilkada langsung juga tidak menjamin
hadirnya kepala daerah yang lebih bagus dari sebelumnya.
3. Korupsi sebagai akibat dari penyalahgunaan otonomi
daerah
Korupsi saat ini menjadi masalah bukan hanya bagi
Indonesia namun juga bagi masyarakat Internasional. Bagi
masyarakat Internasional perang terhadap masalah korupsi ini
diantaranya terlihat dari ketentuan OECD, mengenai
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials
in International Business transaction, yang bertujuan untuk
mencegah dan memberantas penyuapan terhadap pejabat publik
asing dalam hubungannya dengan bisnis internasionl.
Demikian pula setiap tahun Political and Economic Risk
Consultancy (PERC), selalu mengumumkan hasil surveinya
mengenai peringkat korupsi negara — negara di dunia, dimana
dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan salh satu negara
yang masuk dalam pemeringkatan tingkat korupsinya (Rasul,

2009).
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Otonomi daerah dibuat dengan tujuan agar dacrah-daerah
dapat mengelola secara mandiri segala sumberdaya, keuangan,
maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah.
Antusias yang tinggi “untuk meningkatkan kemajuan daerah”
terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang meminta
dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-besaran
di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses
mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik
korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bernama
pemimpin/petinggi di daerah.

Arus deras demokrasi di Indonesia menghadapi kendala
sangat serius yakni perilaku korup dikalangan penyelenggara
negara, pegawai pemerintah, maupun wakil rakyat. Hampir
setiap hari masayarakat dibanjiri dengan berita kasus — kasus
penyalahgunaan kekuasaan melalui tindakan pencurian uang
rakyat. Hal yang sangat memprihatinkan, partai poltik dan
dunia pendidikan pun ternyata tidak bebas dari praktik — praktik
korupsi. Otonomi daerah yang selama ini dilakukan masih
diwarnai oleh pengalihan tradisi korupsi di pusat pemerintahan
ke daerah. Tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan

dan biaya daerah (APBD) yang dilakukan oelh pemerintah
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daerah (PEMDA) dan anggota legislatif (DPRD) tak akalh
ramainya diberitkan oleh media massa. Pengawasan yang
dilakuakn oleh sejumlah lembaga, seperti badan pengawas
keuangan dan pembangunan (BPKP) dan komisi
pemberantasan korupsi (KPK) maupun lembaga swadaya
masyarakat (LSM), seakan belum cukup untuk mengikis
tindakana korupsi dikalangan pejabat negara.

Beberapa contoh kasus korupsi yang dilakukan pemimpin
daerah dari Provinsi Sumatra Barat.

Pertama, Yumler Lahar. Yang menjabat Walikota Solok.
Kasus yang menjeratnya adalah “pembatalan kerjasama antara
Pemerintah Kota Solok, Sumatra Barat dan Investor Hariadi,
yang menyebabkan kerugian negara”. Dalam hal ini negara
dirugikan sebesar 1,3 miliar (Kompas, 11 Agustus 2004)

Kedua, kasus korupsi yang menimpa Wakil Bupati
Agam. Umar diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek
swakelola perbaikan jalan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Agam tahun 2008 dengan kerugian negara RP 2.9
miliar (Kompas, selasa, 9 November 2010)

Ketiga, kasus pengalihan tanah negara di Kabupaten

Solok yang dilakukan oleh Wakil Walikota Pariaman Helmi
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Darlis. Dalam kasus ini Kejati Sumbar telah menetapkan tujuh
tersangka termasuk mantan Bupati Solok, Gusmal. Dalam
kasus ini negara dirugikan sekitar Rp 288 juta (Padangekspress,
Sabtu, 9 Juli 2011).

Keempat, Masriadi Martunus dan Edityawarman
(Mantan Bupati dan Asisten I1I, Pemkab Tanah Datar, Sumbar)
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan bagi-bagi
bunga deposito APBD Tanah Datar tahun 2001-2004 senilai Rp
1,7 miliar (Suara Karya, 16 Januari 2007)

Kelima, kasus korupsi yang menimpa Wakil Walikota
Bukittinggi pada tahun 2009 (Kompas, 14 Maret 2009)

Keenam, kasus korupsi yang menimpa ketua DPRD Kota
Payakumbuh Chin Star. Chin Star mengakui telah
menyalahgunakan keuangan APBD di luar ketentuan Peraturan
Pemerintah No 110 Tahun 2000, sekitar Rp 167 juta. Masih
banyak contoh kasus lain yang dapat membuktikan betapa
maraknya praktik korupsi yang dilakukan oknum yang berada
di daerah.

JEREMY Pope menawarkan strategi untuk memberantas
korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling

berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi;
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kedua, keinginan korupsi. Menurutnya, korupsi terjadi jika
peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Peluang dapat
dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara
sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara
membalikkan siasat “laba tinggi, resiko rendah” menjadi “laba
rendah, resiko tinggi” dengan cara menegakkan hukum dan
menakuti secara efektif, dan menegakkan mekanisme
akuntabilitas.

Pada hakikatnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya
dengana satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan
dengan pedekatan komprehensif, sistemis, dan terus menerus.
Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain
dengan: pertama, adanya political hill dan political action dari
pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap
tahun kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif
pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidanan
korupsi. Tanpa kemauan kuat pemerintah untuk memberantas
korupsi disegala lini pemerintahan, kampanye pemberantasan
korupsi hanya slogan kosong belaka.

Kedua, penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses

eksekusi mati bagi koruptor di Cina, misalnya telah membuat
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sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negri ini menjadi jera
untuk melakukan tindak korupsi. Hal yang sam terjadi pula di
Negara — negara maju di Asia, seperti Korea Selatan,
Sinagpura, dan Jepang termasuk negara yang tidak pernah
kompromi dengan pelaku korupsi. Tindakan ini merupakan
shock terapi untuk membuat tindakan korupsi berhenti.

Ketiga, membangun lembaga — lembaga yang
mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi
Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan
pelayaann administrasi publik yang buruk. Pada beberapa
negara, mandat Ombudsman mencakup pemeriksaan dan
inspeksi atas sistem administrasi pemerintahan dalam hal
kemampuannya mencegah tindakan korupsi aparat birokrasi. Di
Indonesia telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), tim penuntasan tindak pidana korupsi (Timtastipikor)
dengan tuga melakukan investigasi individu dan lembaga,
khusunya aparatur di pemerintah yang melakukan korupsi.
Selain lembaga bentukan pemerintah, masyarakat juga
membentuk lembaga yang mengemban misi tersebut, seperti

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lembaga sejenis.
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Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan
pemerintah yang menjamin terlaksananya praktik good and
clean governance, baik di sektor pemerintah, swasta, atau
organisasi kemasyarakatan.

Kelima, memberikan pendidikan antikorupsi, baik
melalui pendidikan formal maupun nonformal. Dalam
pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan
tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari
kejahatan.

Keenam, gerakan agama antikorupsi, yaitu gerakan
membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan
spiritualitas antikorupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Good governance
adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam
mengelola masalah-masalah masyarakat secara baik, efektif,
dan efisien. Masih terdapat penyimpangan dalam pelakasaa

otonomi daerah oleh pemerintah daerah contohnya korupsi.
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4. Hubungan antara Good Governance dengan Otonomi
Daerah

Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah
salu instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk
melaksanakan  tata pemerintahan yang baik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat
dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi dan
penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, UU No.
32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi
para penyelenggara pemerintahan daerah yang diindikasikan
melakukan penyimpangan.

Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang-
kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan
yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sama
lainnya, yaitu :

1) Urusan Pemerintahan
2) Kelembagaan

3) Personil

4) Keuangan

5) Perwakilan
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6) Pelayanan Publik

7) Pengawasan.

Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang
akan ditata dan dikembangkan serta direvitalisasi dalam koridor
UU No. 32 Tahun 2004. Namun disamping penataan terhadap
tujuan elemen dasar diatas, terdapat juga hal-hal yang bersifat
kondisional yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari grand strategi yang merupakan kebutuhan nyata dalam
rangka penataan otonomi daerah di Indonesia secara
keseluruhan yaitu penataan Otonomi Khusus NAD, dari Papua
penataan daerah dari wilayah perbatasan , serta pemberdayaan
masyarakat.Setiap elemen tersebut disusun penataannya
dengan langkah-langkah menyusun target ideal yang harus
dicapai, memotret kondisi senyatanya dari mengidentifikasi
gap yang ada antara target yang ingin dicapai dibandingkan
kondisi rill yang ada saat ini.

Meskipun dalam pencapaian Good Governance rakyat
sangat berperan, dalam pembentukan peraturan rakyat
mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, namun peran
negara sebagai organisasi yang bertujuan mensejahterakan

rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk menghindari kesenjangan
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didalam masyarakat pemerinah mempunyai peran yang sangat
penting. Kebijakan publik banyak dibuat dengan menafikan
faktor rakyat yang menjadi dasar absahnya sebuahnegara. UU
no 32 tahun 2004 yang memberikan hak otonami kepada daerah
juga menjadi salah satu bentuk bahwa rakyat diberi
kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah
perkembangan daerahnya sendiri. Dari pemilihan kepala
daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU no 25
tahun 1999). Peraturan daerah pun telah masuk dalam Tata
urutan peraturan perundang — undangan nasional (UU no 10
tahun 2004), Pengawasan oleh masyarakat.

Sementara itu dalam upaya mewujudkan transparansi
dalam penyelenggaran pemerintahan diatur dalam Pasal27 ayat
(2), yang menegaskan bahwa sistem akuntabilitas dilaksanakan
dengan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan,
dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada  DPRD, serta ~ menginformasikan  laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas semacam ini maka terdapat

keuntungan yang dapat diperoleh yakni, akuntabilitas lebih
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dapat terukur tidak hanya dilihat dari sudut pandang politis
semata. Hal ini merupakan antitesis sistem akuntabilitas dalam
UU No. 22 Tahun 1999 dimana penilaian terhadap laporan
pertanggungjawaban kepala daerah oleh DPRD seringkali tidak
berdasarkan pada indikator-indikator yang tidak jelas. Karena
akuntabilitas didasarkan pada indikator kinerja yang
terukur,maka laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tidak mempunyaidampak politis ditolak
atau  diterima. Dengan demikian maka stabilitas
penyelenggaraanpemerintahan daerah dapat lebih terjaga.
Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan
pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat
sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara:
Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi
atau nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun
DPRD. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan,
penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah.
Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada
pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Menurut

Pasal 16 Keppres No. 74 Tahun 2001, masyarakat berhak
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memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah
yang diadukan kepada pejabat yang berwenang. Pasal tersebut
berusaha untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat
dalam menjalankan pengawasan. Dengan demikian, jelas
bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dipersiapkan
untuk menjadi instrumen yang diharapkan dapat menjadi ujung
tombak pelaksanaan konsep good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan di indonesia.
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PENUTUP

Rangkuman

Bahan ajar mengenai Pendidikan Kewarganegaraan
sebagaimana telah dipaparkan di atas pada pokoknya terdiri
atas materi mengenai Filsafat Pancasila, Identitas Nasional,
Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara dan Konstitusi,
Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of Low, Geopolitik
Indonesia yaitu wilayah sebagai ruang hidup dan Otonomi
Daerah, Geostrategi Indonesia. Kedelapan materi inti tersebut
kemudian dijabarkan menjadi beberapa materi sebagai bahan

kajian dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
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Latihan/Tugas
Study Task

Diskusikan dengan membuat resume mengenai salah satu
judul dari topik yang akan dibahas. Buatlah laporan dengan
menyertakan latar belakang masalah, beserta pembahasan
masalah, kesimpulan dari topik yang Anda pilih, dan daftar
pustaka.
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